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TINJAUAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP BATASAN WAKTU PENIMBUNAN BARANG

ABSTRAK

FA’ATUROHMAH
NIM. 1817301055

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Penimbunan barang merupakan suatu kegiatan seseorang atau lembaga
untuk menimbun barang sehingga menjadi langka yang berdampak melemahnya
perekonomian. Penimbunan hanya saja belum ada keseragaman dalam hukum
positif dan hukum ekonomi syariah terhadap batasan waktu. Penelitian ini
bertujuan mengkaji bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi
syariah terhadap ketentuan batasan waktu penimbunan barang, dan relevansi
ketentuan batasan waktu penimbunan barang di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research).
Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh langsung dari Kitab-
kitab fikih mazhab yaitu dalam kitab al-Muhazab Fikih Imam Syafi’i (karangan
Abu Ishag Asy-Syirazi dari mazhab Syafi’i), al-Mughni (karangan Ibnu Qudamah
dari mazhab Hambali), a/-Kafi Fikih Ahl Madinah (karangan Abu Umar Yusuf
dari mazhab Maliki), al-Bahr al-Raiq (karangan Zayn al-Din Ibnu Nujaym dari
mazhab Hanafi), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan
dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting. Metode pengumpulan data
menggunakan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan analisis
isi (content analysis).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan waktu penimbunan barang
menurut hukum dagang terdapat dalam pasal 11 dengan jangka waktu tiga (3)
bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, dan
menurut hukum ekonomi syariah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama
mengenai batasan waktu penimbunan barang menurut ulama empat mazhab
diantaranya menurut ulama Hanafi maksimal 40 hari, Maliki menyebutkan pada
saat masa sulit masyarakat mendapatkan barang itu, Syafi’i dan Hambali
mengatakan ketika barang mencapai harga yang tinggi dan masyarakat tengah
membutuhkan. Dari berbagai relevansi kondisi di Indonesia batasan waktu
penimbunan barang harus sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia yaitu 3
bulan karena Indonesia merupakan negara hukum maka pemerintah sendiri
memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengawasi dan mengendalikan praktik
penimbunan barang apabila merugikan konsumen.

Kata Kunci: Hukum positif, Hukum Ekonomi Syariah, Penimbunan Barang



REVIEW OF COMMERCIAL LAW AND SHARIA ECONOMIC LAW ON
THE TIME LIMIT OF HOARDING GOODS

ABSTRACT

FA’ATUROHMAH
NIM. 1817301055

Sharia Economic Low Study Program
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Hoarding of goods is an activity of a person or institution to hoard goods
so that they become scarce which has an impact on weakening the economy.
Hoarding is just that there is no uniformity in positive law and sharia economic
law against time limits. This study aims to examine how the review of positive
law and sharia economic law on the provisions of the time limit for stockpiling
goods, and the relevance of the provisions for the time limit for stockpiling goods
in Indonesia.

This research is a type of library research. Meanwhile, the approach used
by the author in this study is a normative juridical approach. The primary data
source is obtained directly from the figh books of the madhhab, namely in book
al-Muhazab Fikih Imam Syafi’i (by Abu Ishag Asy-Syirazi from the mazhab
Syafi’i), book al-Mughni (by Ibnu Qudamah the from mazhab Hambali), a/-Kafi
Fikih Ahl Madinah (by Abu Umar Yusuf the from mazhab Maliki), al/-Bahr al-
Raig (by Zayn al-Din Ibnu Nujaym the from mazhab Hanafi), Law Number 7 of
2014 concerning Trade, and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia
Number 71 of 2015 concerning the Determination and Storage of Basic Goods
and Important Goods. The data collection method uses documentation. The data
analysis method uses content analysis.

This study concludes that the time limit for stockpiling goods according to
commercial law is contained in article 11 with a period of three (3) months based
on the average sales per month under normal conditions, and according to sharia
economic law there are differences of opinion among scholars regarding the time
limit for stockpiling goods according to scholars of four schools, including
according to Hanafi scholars a maximum of 40 days, Maliki said that during the
difficult time for people to get the goods, Syafi'i and Hambali said that when the
goods reached a high price and the community was in need. From various relevant
conditions in Indonesia, the time limit for stockpiling goods must be in
accordance with existing regulations in Indonesia, namely 3 months because
Indonesia As a country of law, the government itself has a strong legal basis to
supervise and control the practice of hoarding goods if it harms consumers.

Keywords: positive law, Sharia Economic Law, Stockpiling of goods
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MOTTO
“Barang siapa yang menimbun makanan pokok kaum muslimin, niscaya Allah
akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya akan bangkrut”

(HR. Ibnu Majah)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
o Ba’ B Be
- Ta’ T Re
& Sa S Es (titik di atas)
Jim J Je
c
c H H Ha (titik dibawah)
. Kha’ Kh Ka dan Ha
R Dal D De
R Zal Z Ze (titik diatas)
Ra’ R Er
)
. Zai Z Zet
)
Sin S Es
V’
B Syin Sy Es dan Ye
e Sad S Es (titik dibawah)
2 Dad D De (titik dibawah)
L Ta’ T Te (titik dibawah)
5 zZa’ Z Zet (titik dibawah)
¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik diatas
: Gain G Ge
C
U Fa’ F Ef
; Qaf Q Qi
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4 Kaf K Ka

J Lam L ‘El

. Mim M ‘Em

R Nun N ‘En

3 Waw w W

A Ha’ H Ha

. Hamzah ¢ Apostrof
< Ya’ Y Ye

B. Ta’ Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h
Ditulis Murabahah

P

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap
kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal lainnya).

C. Vokal
\Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal tunggal
\Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

- Fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis I
z damah Ditulis U

2. Vokal Rangkap
\Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai
berikut:



Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
N d Fathah dan Ya Al adanu
. j Fathah dan Waw Au adanu
Contoh:
- X kataba
- J&  faala
- & sila
- X kaifa
- J$%  haula
. Maddah

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Hur.uf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau ya A a dan garis diatas
& Kasrah dan ya I i dan garis diatas
; Dammah dan wau U u dan garis diatas
Contoh:
- J qala
- & rama

. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



Contoh:
- J%  nazzala

- % al-birr
F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu J!, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan

atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang vyang diikuti oleh  huruf syamsiyah

641”

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang vyang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di
depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanpa sempang.

Contoh:

J=) ar-rajulu

- (lw\ al-galamu
- ;MMJ\ asy-syamsu
- B aljatat
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial karena pada dasarnya seseorang
tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain.! Karena
kodrat manusia itu selalu hidup berkelompok, bermasyarakat dan selalu
terhubung dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk
memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan intraksi dengan orang lain.
Intraksi dalam islam disebut dengan muamalah.? Dalam bermuamalah
kebanyakan masyarakat memilih perdagangan sebagai suatu cara bertransaksi
antara individu satu dengan lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan tingkat kebutuhan manusia terhadap
manusia lainnya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri
melainkan memerlukan bantuan orang lain, mislanya: pemilik pabrik
pertanian dan perkebunan tidak bisa menyediakan pasokan beras, jagung, dan
lain sebagimana tanpa adanya petani yang di pedesaan, dan masih banyak
contoh lainnya.

Oleh karenanya, kehidupan yang ada pada masyarakat sekarang dapat
dikatakan sebagai kalangan yang menyediakan kebutuhan masyarakat lainnya
disebut produsen dan kalangan masyarakat yang hanya bisa membeli

persedian yang dibutuhkan disebut konsumen. Tentunya dalam kalangan

1 Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2017), him. 11.
2 |smail Nawawi, Figih Mu’amalah Klasik Dan konteporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), him. 10.



tersebut terdapat unsur simbiosis mutualisme, dimana yang satu mendapatkan
keuntungan dengan uang dan sebagian lainnya mendapatkan keutungan bisa
mendapatkan yang mereka butuhkan. Namun di sisi lain bagi pihak pertama
ini merupakan sebuah peluang atau kesempatan bagi mereka untuk
mendapatkan keuntungan yang banyak dan memperkaya diri tanpa ada
kepedulian sesama. Maka, di sinilah dibutuhkan etika dalam berbisnis.?

Ditambah dengan Perkembagan ekonomi di Indonesia saat ini
mempunyai banyak bentuk perdagangan tanpa memperhatikan etika ekonomi
dan sosial. Pelanggaran tersebut dilakukan melalui penimbunan barang atau
lebih luas lagi melalui monopoli pasar. Semua yang dilakukan untuk
menunjukan kekuasaan dan penguasaan terhadap perdagangan. Di Indonesia
penimbunan atau kelangkaan barang sering terjadi misalnya pada kelangkaan
sembako, bahan bakar minyak, pupuk, dan produk-produk sejenis yang
menjadi kebutuhan umum. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan
jangka waktu satu bulan atau lebih guna menunggu kenaikan harga secara
tidak wajar guna meraup keuntungan yang besar.

Di Indonesia sendiri sering terjadinya, penimbunan bahan pokok
tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang
secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di
masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya.
Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting

lainnya yang diatur, menurut aturan Perundang-Undangan Pasal 29 Undang-

3 Adiwarman Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani,
2001), him. 158



Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.* Penjelasan secara detail
terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015
tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.>

Undang-undang tersebut merupakan respon terhadap kejahatan yang
sering terjadi di Indonesia, namun semua yang diciptakan atau dibuat oleh
manusia tidak lepas dari kesalahan. Terutama dalam jangka waktu dikatakan
menimbun barang yang sudah dijelaskan dalam pasal 11 ayat (1) Dalam hal
terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas
perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan atau parang penting
dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu. (2) Jumlah
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas
kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk
memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan
rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. (3) Pelaku usaha dapat
melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting
dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau
bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk
didistribusikan. Sehingga perlu adanya perbandingan khususnya dalam
batasan waktu penimbunan barang agar menjadi sempurna dan berjalan sesuai
dengan hukum islam.

Penimbunan barang atau monopoli dalam istilah fikih disebut 7Atikar

yaitu perdagangan dengan cara menyimpan atau menimbun dan menahan

4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
S Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.



barang dagangan yang sangat diperlukan masyarakat dengan sengaja agar
peredarannya semakin sedikit untuk kemudian dijual dengan harga yang
tinggi.® Islam tidak membatasi seseorang berinovasi dalam hal mencari rezeki
dan mengembangkan harta miliknya,” sebagimana firman Allah Q.S. al-
Bagarah ayat 198 sebagai berikut:
355 3 ah i U1 gt e o
“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia darl Tuhanmu”.®
Kebebasan yang diberikan tentunya memiliki batasan-batasan yang
harus ditaati. Dalam kajian fikih muamalah, penimbunan pada prinsipnya
tidak melarang perdagangan kecuali terdapat unsur kezaliman, penipuan,
mematikan hutang, merugikan pihak lain, menutup kesempatan orang lain
berusaha. Menurut hukum Islam ihtikar diharamkan. Hal ini sudah diatur

dalam firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

s
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“Wahai orang-orang yang berlman, Janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.®

Penimbunan (ihtikar) mengandung kecurangan, ketidakadilan dan

sangat membahayakan stabilitas ekonomi. /htikar juga menyebabkan kesulitan

¢ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru, 2000), him. 645.

" Mukhlis, “Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qardhawy (Studi Literatur Tentang Perilaku
Penimbunan Barang di Masa Covid 19)” E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No. 1 (2021,
STAI Hubbulwathan Duri).

8 Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Semarang: PT Karya
Toha Putra, 2002), him. 50.

® Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur an: 83.



bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh
kebutuhan bahan pokok makanan yang mengakibatkan terjadinya kenaikan
harga pada pasaran. Salah satu dampak negatif yang dimunculkan adalah
adanya kerugian bagi konsumen itu sendiri. Sehingga menurut syariat Islam,
bahwa perbuatan ihtikar adalah satu perbuatan yang harus dihindari dan
ditinggalkan oleh seorang pengusaha atau pedagang.’® Hal ini sebagaimana
yang terdapat dalam hadis sebagai berikut:

dagt 8Os o degt o feslel oy e W 1 e s pl e
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“Atas wewenang Ibnu Amr Al-Ash'athi: Hatim bin Ismail
menceritakan kepada kami, atas wewenang Muhammad bin ‘Ajlan,

atas wewenang Muhammad bin Amr bin ‘Ata, atas wewenang Saeed

bin Al-Musayyab, atas wewenang Ma'mar bin 'Abdulldh bahwa
Rasulullah berkata: tidak ada yang menimbun kecuali orang berdosa."

Islam memberikan kebebasan kepada pasar dan menyerahkannya
kepada hukum pasar untuk memerankan perannya sesuai dengan pemerintah
dan penawaran yang ada karena itu harga-harga bisa melonjak tinggi, maka
sangat penting nilai-nilai Islam dalam jual beli harus diterapkan untuk
mencapai kemaslahatan. Hal ini dikarenakan syariat Islam bertujuan untuk
menegakkan keadilan dan memerangi kedzaliman. Namun dalam pernyataan
kedua dalil diatas, secara universal memang dilarang tidak ada batasan dan

ukuran yang jelas bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku

penimbunan. Dan batasan ukuran kesengsaraan para konsumen ketika terjadi

10 Junaid bin Junaid, “Perspektif Hadis Tentang Ihtikar” Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi,
Vol. 1, No. 1 (2021, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone).

11 Imam Abul Hussain Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim Jilid 1V, Terj. Nasiruddin al-
Khattab (Riyadh: Maktabah Darussalam, 2007), him. 332.



kelangkaan barang. Oleh karenanya perlu penjelasan terkait batasan pada dalil
tersebut.

Ulama empat mazhab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali,
dengan berbagai karakteristik. Salah satunya dalam memberikan pandangan
mengenai 7htikar khusunya dalam menetapkan batasan waktu penimbunan
barang bahwa penimbunan barang dalam jangka waktu yang lama dapat
menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat. Misalnya, jika seseorang
menimbun bahan pokok dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga
yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga barang
tersebut. Akibatnya, masyarakat akan kesulitan memperoleh barang tersebut
dengan harga yang wajar. Dan adapun menurut satu pendapat ulama jangka
waktu disebut menimbun adalah selama empat 40 hari. Hal ini berdasarkan
hadis sebagai berikut:

1200 80 tspn Al o £5p A AL o)) Lol Sl e

“Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, makai ia
terlepas dari (rahmat) Allah Swt dan Allah pun berlepas dari dirinya”.

Sementara itu dalam Kitab a/-Muhazab fi fikih Imam Syafi’i karangan
Abu Ishaq Asy-Syirazi pengertian ihtikar menurut mazhab Syafi’i merupakan
menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau
menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya.®® Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan waktu penimbunan barang tidak

ada batasan tetapi apabila pada saat bahan makanan mencapai harga yang

12 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2008), him.113.
13 Abu Ishaq Asy-Syirazi, al-Muhazab fi fikih Imam Syati’i, jilid 11l (Daru al-Qalam,
Damaskus-Daru asy-Syamiyah, Beirut, 1992), him. 146-147.



tinggi dan pada saat masyarakat tengah membutuhkan itu tidak boleh
dilakukan, kitab al-Mughni karangan Ibnu Qudamah menurut mazhab
Hambali pengertian ihtikar adalah penimbunan barang yang didapatkan
melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang
mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang
tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu
daerah tersebut.**

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan waktu
penimbunan barang tidak ada batasan tetapi tidak boleh dilakukan pada saat
kondisi masyarakat tengah membutuhkan, dalam kitab alkafi fi figh ahl
almadinat almalky karangan Abu Umar Yusuf pengertian 7hAtikar menurut
mazhab Maliki adalah penimbunan segala sesuatu yang dapat menimbulkan
madharat gangguan ekonomi masyarakat muslim di setiap pasar mereka atau
di wilayah yang kecil di sekitarnya.’®

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan waktu
penimbunan barang tidak ada batasan tetapi apabila dilakukan pada masa-
masa sulit masyarakat dalam mendapatkan yang kebutuhan pokoknya dan juga
pada saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu
itulah tidak diperbolehkannya, selain waktu itu boleh dilakukan. Pengertian
ihtikar menurut salah satu ulama Hanafi yaitu Imam Abu Yusuf didalam kitab
al-Bahr al-Raiq karangan Zayn al-Din Ibnu Nujaym yaitu segala sesuatu yang

dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau

14 1bnu Qudamah, a/-Mughni, Terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), him.
751-754.
15 Abu Umar Yusuf, Kitab al-Kafi Fikih Ahl Madinah (Riyadh: t.p, t.t), him. 730.



negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian,
dinar dan uang dirham. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka
waktu yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan
termasuk ihtikar. jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama
maka itu tidak diperbolehkan.*®

Di jelaskan dalam kitab bahwa batasan waktu penimbunan dikira-kira
diperbolehkan sekitar 40 hari lamanya atau dianggap satu bulan karena yang
melakukan dibawah 40 hari itu sangat sedikit dan yang melakukan di atasnya
lebih banyak. Sedangkan dalam hukum positif batasan waktu penimbunan
barang paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatat rata-rata penjualan per
bulan dalam kondisi normal.’

Alasan itulah yang membuat peneliti ingin mengulas dan
membandingkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah untuk menjawab
akan fenomena permasalahan ekonomi kontemporer saat ini. Khususnya
dalam batasan waktu penimbunan barang yang ada di Indonesia, dalam
penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Batasan Waktu Penimbunan Barang”.

B. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjelasan pada konsep atau istilah

yang digunakan dalam penelitian.'® Definisi operasional bertujuan untuk

16 Zayn al-Din Ibnu Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daga’ig (t.k: t.p, t.t), him
178.

17 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

18 Salim dan Syahrun, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media,
2021), him. 114-115.



menghindari kesalah pahaman terkait dengan terminologi judul skripsi. Maka,

definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Hukum positif merupakan kumpulan kaidah baik dalam hukum tertulis
atau tidak tertulis yang sedang berlaku saat ini, yang ditegakkan oleh
pemerintah dan pengadilan yang berlaku mengikat masyarakat.® Peraturan
yang dimaksudkan adalah dimana pemerintah pusat melalui menteri
perdagangan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala
terhadap praktek penyimpanan atau penimbunan barang agar kebutuhan
masyarakat kembali normal dan masyarakat tidak mengalami kesusahan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta untuk menghindari hal
tersebut pemerintah melalui menteri perdagangan melakukan pelindungan
hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang
Penting.

2. Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan
dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang
bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum
Islam.?’ Hukum ekonomi syariah yang dimaksudkan adalah pandangan
ulama empat mazhab yang mengacu pada pembahasan batasan waktu

penimbunan barang.

19 Sentot Eko Baskoro, Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM (Bogor: Ersa, 2022), him. 37.
20 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), him. 2.
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3. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat,
kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran
dan mengakibatkan peningkatan harga.?

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan
masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah ketentuan
batasan waktu penimbunan barang?
2. Bagaimana relevansi ketentuan batasan waktu penimbunan barang di
Indonesia?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk menganalisis bagaimana menurut hukum positif dan hukum
ekonomi syariah ketentuan batasan waktu penimbunan barang.
2. Untuk menganalisis bagaimana relevansi ketentuan batasan waktu
penimbunan barang di Indonesia?
E. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang
bersifat teoritis dan praktis, antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi mahasiswa

2L Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 5 (Jakarta: Salemba
Empat, 2023), him. 54.
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hukum ekonomi syariah khususnya. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi
bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut
mengingat pentingnya akan sebuah penelitian terkait dengan hukum
positif dan hukum ekonomi syariah terhadap batasan waktu penimbunan
barang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para

mahasiswa, peneliti maupun praktisi hukum pada khususnya, dan orang
Islam guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait hukum positif

dan hukum ekonomi syariah terhadap batasan waktu penimbunan barang.

F. Kajian Pustaka

Sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian

untuk mengetahui perbedaan tentang subtansi isi penelitian yang memiliki
tema yang sama, namun objek kajian yang berbeda. Adapun penelitian-

penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Dwi Arjelina
Saleha. Skripsi ini membahas tentang ancaman hukuman bagi pelaku
penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil

penelitian dalam skripsi ini adalah ancaman hukuman bagi pelaku
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penimbunan bahan pokok menurut Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam
penimbunan bahan pokok hukumnya haram, dasar hukum pelarangan
penimbunan (iAtikar) ini terdapat dalam ayat al-Qur’an, Hadist Nabi, dan
pendapat para ulama fikih yang menyatakan setiap perbuatan nantinya
termasuk di dalamnya 7Atikar diharamkan oleh agama.?

2. Skripsi yang berjudul “Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fikih
Muamalah” yang ditulis oleh Lukman Efendi. Skripsi ini membahas
mengenai dampak dari penimbunan barang pokok dalam pandangan fikih
muamalah. Hasil penelitian dari skripsi tersebut yaitu perbuatan
penimbunan dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian
masyarakat yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti
mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendaptkan bahan
makan pokok maupun bahan lainnya yang di timbun oleh para pedagang.
Tidak hanya krisis ekonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi
mereka para penimbun karena tidak adanya keperdulian sesamanya
mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan
orang lain. Apabila pemimpin menjumpai ada seseorang yang menimbun,

maka pemimpin berhak memaksa penimbun untuk menjual timbunannya

22 Dwi Arjelina Saleha, “Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”,
Skripsi  (Palembang: Universitas Islam  Negeri Raden Fatah Pelembang, 2018).
http://repository.radenfatah.ac.id/11772/1/skripsi%20lengkap%20dwi.pdf ~ diakses pada 19
September 2023


http://repository.radenfatah.ac.id/11772/1/skripsi%20lengkap%20dwi.pdf
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dengan harga yang wajar dan menghukumannya dengan hukuman yang
sesuai dengan kesalahannya.??

3. Jurnal yang berjudul “Praktik /lhtikar dalam Perdagangan pada masa
Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia” yang ditulis oleh Inti Ulfi Sholichah. Skripsi ini membahas
mengenai potensi terjadinya praktik iatikar dalam perdagangan khususnya
transaksi jual beli pada masa pandemi Covid-19 di berbagai pasar, market
maupun toko kelontong dan mengkaji serta menganalisa praktik ihtikar
dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian dari
jurnal tersebut vyaitu praktik 7Atikar dalam perdagangan pada masa
pandemi Covid-19 dikarenakan faktor komoditas barang yang langka dan
sulit didapatkan sehingga para pedagang dan pembeli berbondong-
bondong memborong barang untuk stok keperluan sehari-hari dan
pedangang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang
dengan motif untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.?*

4. Jurnal yang berjudul “Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum
Islam” yang ditulis oleh Rchmad Musyahid dkk. Jurnal ini membahas
mengenai konsep dasar dari kegiatan penimbunan barang (ihtikar) dan

konsep menimbun barang perspektif filsafat hukum islam, serta untuk

28 Lukman Efendi, “Penimbunan Barang Pokok Perspektif Figih Muamalah” Skripsi
(Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). https://repository.metrouniv.ac.id/id/
eprint/3487/1/SKRIPSI%20LUKMAN%20EFENDI_1502090151 HESY_2020..pdf diakses pada
19 September 2023

24 Inti Ulfi Sholichah, “Praktik Ihtikar dalam Perdagangan pada masa Pandemi COVID-
19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah,
Vol. V, No. 02 (Tangerang: Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang, 2022).
https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/391/289 diakses pada 21 September 2023


https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3487/1/SKRIPSI%20LUKMAN%20EFENDI_1502090151_HESY_2020..pdf
https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3487/1/SKRIPSI%20LUKMAN%20EFENDI_1502090151_HESY_2020..pdf
https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/391/289
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mengetahui hal-hal yang menjadi faktor terjadinya penimbunan barang
(ihtikar). Hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu penimbunan barang
pada dasarnya terlarang atau haram. Dalam pendangan filsafat hukum
islam dengan konsep keutamaan-keutamaan hukum islam dan karatrestik
hukum islam di timbulkan dari proses penimbunan maka hukumnya
berubah menjadi boleh dengan pertimbangan kemaslahatan umat,
salahsatunya merupakan penimbunan bahan pokok yang dilakukan bulog
dengan mempersiapkan cadangan makanan ketika terjadi krisis bahan
makanan pokok dan menjaga kesetabilan harga pasar.?®

5. Jurnal yang berjudul “Praktik 7htikar dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis
Syariah” yang ditulis oleh Salim Hasan. Jurnal ini membahas mengenai
konsep ihtikar dalam Islam menurut kritik etika bisnis syariah. Hasil
penelitian dari jurnal tersebut yaitu praktik 7Atikar secara praktis memiliki
mudharat yang merugikan diri, merusak keseimbangan, dan merugikan
orang lain. Dengan demikian, ihAtikar merupakan perbuatan yang tidak
sejalan dengan etika bisnis syariah karena bertentangan dengan prinsip
kesatuan, prinsip keadilan (keseimbangan), prinsip kehendak bebas,

prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.?®

%5 Rchmad Musyahid dkk, “Penimbunan Barang Perspektif Filsafat hukum Islam” J-HES:
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 02 (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin
Makasar dkk, 2023). diakses pada 21 September 2023

% Salim Hasan, “Praktik IThtikar dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah” Al-
Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol. I, No. 02 (Makassar: Fakultas Agama Islam UMI, 2020).
https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafagquh/article/view/65/53 diakses pada 19 September 2023
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Tabel. 1. Kajian Pustaka

Nama Judul Persamaan Perbedaan
Dwi Penimbunan Persamaan dari | Skripsi Dwi
Arjelina | Bahan Pokok | skripsi yang | Arjelina Saleha
Saleha, oleh  Pelaku | peneliti teliti yaitu | berfokus pada
Skripsi. Usaha sama-sama pelaku penimbunan
Menurut membahas bahan pokok
Undang- mengenai menurut  undang-
Undang penimbunan undang nomor 7
Nomor 7 | barang. tahun 2014 tentang
Tahun 2014 perdagangan, dan
Tentang berfokus dalam
Perdagangan perspektif  hukum
dalam ekonomi  syariah.
Perspektif Sedangkan pada
Hukum skripsi yang peneliti
Ekonomi teliti hanya berfokus
Syariah pada batasan waktu
penimbunan barang
menurut hukum
positif dan hukum

ekonomi syariah.
Lukman | Penimbunan Persamaan terletak | Skripsi ini
Efendi, Barang Pokok | pada objek yang | membahas tentang
Skripsi Perspektif dibahas yaitu sama- | dampak dari
Fikih sama  membahas | penimbunan barang
Muamalah penimbunan pokok. Sedangkan
barang. pada skripsi yang
peneliti teliti hanya
berfokus pada
batasan waktu
penimbunan barang
menurut hukum
positif dan hukum

ekonomi syariah.
Inti  UIlfi | Praktik ZhAtikar | Persamaan Skripsi ini
Sholichah | dalam pembahasannya membahas tentang
Perdagangan yaitu  sama-sama | potensi  terjadinya
pada masa | membahas praktik ihtikar
Pandemi mengenai dalam perdagangan
COVID-19 penimbunan khususnya transaksi
Perspektif barang. jual beli pada masa
Hukum Islam pandemi Covid-19
dan  Hukum serta menganalisa
Positif di praktik ihtikar dari
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Indonesia. sudut pandang
hukum Islam dan
Hukum Positif.
Sedangkan pada
skripsi yang peneliti
teliti hanya berfokus
pada batasan waktu
penimbunan barang
menurut hukum
positif dan hukum
ekonomi syariah.
Riadhus | Penimbunan Persamaanya yaitu | Jurnal tersebut
Sholihin | Barang sama-sama berfokus pada
Perspektif membahas terkait | pandangan konsep
Filsafat dengan filsafat hukum islam
Hukum Islam | penimbunan. sedangkan pada
skripsi yang peneliti
teliti berfokus pada
batasan waktu
penimbunan barang
menurut hukum
positif dan hukum
ekonomi syariah.
Salim Praktik |Atikar Persamaany | Jurnal tersebut
Hasan, dalam a yaitu sama-sama | berfokus pada
Artikel Tinjauan membahas terkait | konsep ihtikar
Kritik  Etika | dengan dalam Islam
Bisnis Syariah | penimbunan menurut Kkritik etika
barang. bisnis syariah,
sedangkan pada

skripsi yang peneliti
teliti berfokus pada
batasan waktu
penimbunan barang
menurut hukum
positif dan hukum
ekonomi syariah.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang penulis temukan pada kajian

penulis terdahulu, sama-sama membahas tentang penimbunan. Akan tetapi

pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang tinjuan
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hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap batasan waktu
penimbunan barang.

Dari pembahasan diatas mengenai penelitian yang diambil oleh penulis
berbeda dari yang lain. Menurut penulis, penelitian ini sangat menarik untuk
dikaji dan diteliti lebih dalam lagi agar masyarakat paham dan mengerti
mengenai batasan waktu penimbunan barang yang sesuai dengan ketentuan
yang ada, agar dapat berjalan sesuai dengan hukum positif dan hukum
ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan menggunakan
beberapa metode untuk mendukung dan mencapai penelitian. Adapun metode
penelitian yang digunakan pada penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka
(library research) di mana peneliti mengkaji literatur-literatur yang ada.?’
Dalam penelitian ini  peneliti mengkaji literatur-literatur yang
berhubungan dengan batasan waktu penimbunan barang menurut hukum
positif dan hukum ekonomi syariah.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan yuridis normatif, yaitu data penelitian dianalisis menurut

norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

27 Abdur Rahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi
(Jakarta: Rhineka Cipta, 2006), him. 95.
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Maksudnya dianalisis menurut norma agama atau teori hukum islam dan
hukum positif sebagai sebuah upaya demi memperoleh kebenaran.
3. Sumber Data
Sumber data pada penelitian yaitu mengenai kejelasan informasi
dalam pengambilan data, dalam hal ini peneliti fokus pada masalah yang
dihadapi penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan
berupa:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan data dasar yang diperoleh
langsung dari sumber pertama atau bahan yang diperoleh langsung
dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Yaitu
terdiri dari: pendapat empat imam mazhab tentang ihtikar yaitu
dalam kitab a/-Muhazab Fikih Imam Syafi’i (karangan Abu Ishaq
Asy-Syirazi dari mazhab Syafi’i), a/l-Mughni (karangan Ibnu
Qudamah dari mazhab Hambali), a/-Kafi Fikih Ahl Madinah
(karangan Abu Umar Yusuf dari mazhab Maliki), al-Bahr al-Raiq
(karangan Zayn al-Din Ibnu Nujaym dari mazhab Hanafi), Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber kedua penelitian

kualitatif, bahan tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data
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tertulis. Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah,
dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi
atau jurnal.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahan hukum
sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) yang
terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang
akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran,
majalah serta literatur yang membahas tentang batasan waktu
penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi
syariah.

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini adalah mengunakan metode dokumentasi, hal ini
dilakukan untuk mencari sumber data yang sekiranya penting serta sesuai
dengan penelitian, selain itu juga mencari fakta serta kesimpulan yang
ditemukan.?® Penulis menggunakan metode ini untuk mencari tahu
informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai
batasan waktu penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum
ekonomi syariah.
5. Metode Analisis Data
Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik

analisis isi (content analysis) yaitu yang digunakan untuk melihat makna

28 Evanirosa, dkk, Metode Penelitian Kepustakaan (Library research) (Bandung: Media
Sains Indonesia, 2020), him. 102-103.
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mendalam yang tersruktur pada sebuah teks. Maksudnya untuk menelah
kosa kata, pola kalimat, situasi dan latar belakang tentang batasan waktu
penimbunan barang dalam pandangan hukum positif dan hukum ekonomi
syariah. Pada akhirnya content analysis digunakan oleh peneliti yang
berusaha mencari tahu makna suatu pesan tertulis, dapat berupa tulisan di
buku, artikel, hingga wawancara.?

Penulisannya juga dilakukan secara komparatif yaitu keadaan
yang berkaitan dengan usaha membandingkan. Kata komparatif berasal
dari kata kerja bahasa Inggris to compare (membandingkan) atau kata
benda comparison (perbandingan), sehingga comparative diartikan
sebagai sesuatu yang bersifat membandingkan.®® Pada penelitian ini
penulis membandingkan pandangan hukum positif dan hukum ekonomi
syariah terhadap batasan waktu penimbunan barang. Data-data yang di
perlukan dalam penelitian ini bersumber baik dari data primer maupun
sekunder atau karya lainnya yang dianalisis secara kualitatif.

Data kualitatif yaitu dimana data yang terkumpul tidak berupa
angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran melainkan data yang
dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Kegiatan penelitian

ini meliputi: pengumpulan data, menganalisis data, menginterprestasikan

2 Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi
(Malang: UB Press, 2017), him. 91.

30 Arif Rohman, Pendidikan Komparatif Dasar-Dasar Teori Perbandingan Antar Bangsa
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), him. 6
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data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada
penganalisisan data tersebut.!
H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian dimaksudkan agar
memudahkan pemahaman kepada pembaca terhadap deskripsi pada penelitian
dari awal hingga akhir yang nanti kedepannya dibahas pada penelitian. Untuk
membuatnya lebih mudah penyusunan skripsi penulis mengelompokkan
menjadi empat bab, Adapun sistematika pembahasannya antara lain:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan, berkaitan dengan
uraian pokok dari penelitian meliputi: latar belakang masalah, definisi
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,
metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang penimbunan
barang. Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan
menjelaskan tentang penimbunan barang dalam hukum positif dan hukum
ekonomi syariah, mulai dari penimbunan barang menurut hukum positif
meliputi: pengertian penimbuan barang, kriteria penimbunan, faktor-faktor
timbulnya penimbunan barang, dampak dari penimbunan barang, peran
pemerintah dalam mengatasi penimbunan barang, dan menurut hukum
ekonomi syariah meliputi: pengertian penimbunan (iAtikar), syarat-syarat
dikatakan penimbunan, kriteria dalam penimbunan barang, pandangan ulama tentang

penimbunan.

31 Lex J Moelong, Merodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2005), him. 135.
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Bab ketiga, Bab ini merupakan bab aturan terkait penimbunan barang
dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia
meliputi: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting, dan aturan
dalam ekonomi syariah meliputi: Al-Qur’an, Hadist, dan pandangan ulama
terhadap penimbunan barang.

Bab keempat, dalam bab ini tentang analisis ketentuan batasan waktu
penimbunan barang menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah, dan
analisis relevansi ketentuan batasan waktu penimbunan barang di Indonesia.

Bab kelima, dalam bab lima ini adalah bab akhir dari sebuah skripsi,
meliputi: kesimpulan serta jawaban atas rumusan masalah diatas dan saran

bagi para pihak yang terkait dengan penelitian.



BAB I1

GAMBARAN UMUM TENTANG PENIMBUNAN BARANG

A. Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif
1. Pengertian Penimbunan

Penimbunan barang menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI
2018), penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun,
pengumpulan (barang-barang).3?> Penimbunan adalah membeli sesuatu
dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga
harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu
harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga
mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.®

Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, penimbunan lebih dikenal
sebagai ‘monopoly’ (monopoli). Namun monopoli tak selalu bermakna
menimbun, sebab monopoli memiliki arti yang lebih luas. Sedangkan
menimbun itu sendiri adalah salah satu praktik monopoli.®*

Penimbunan barang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan
untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang ditimbun dan menjualnya

dengan harga yang berbeda. Sedangkan menurut istilah penimbunan paling

%2 Bonita Izwany, Sabrul Jamal, “ZAtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum
Positif”Jurnal Tahgiga, Vol. 15, No. 1 (Aceh: STIS Al-Hilal Sigli, 2021), him. 40.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/(BONITA+1ZWANY)+Ihtikar+Menurut+Hukum+Islam+dan+
Hukum-+Positif%20(2).pdf diakses pada 21 Maret 2024.

33 Hasriany Huzain, “Penimbunan Barang dalam Perindustrian Berdasarkan Perspektif
Ekonomi Islam” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, t.t), him.2-3.

34 Sappeami, Sitti Aisyah. M “Dampak Covid 19 Terhadap Praktik Jual Beli Analisis
Ihtikar Dalam Hukum Islam” Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/1562-Article%20Text-5877-1-10-20200926.pdf
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sering digunakan untuk membeli komoditas, terutama emas. Namun,
penimbunan terkadang digunakan dalam konteks ekonomi lain.*® Undang-
undang menyebutkan bahwa penimbunan merupakan kegiatan menimbun
barang pada barang pokok dan barang penting pada jumlah dan waktu
tertentu.®

Oleh karena itu perbuatan penimbunan barang kebutuhan pokok
masyarakat itu di larang. Dan sebagai dasar hukum positif yang melarang
penimbunan akan diuraikan dalam pembahasan berikut.

2. Kriteria Penimbunan

Kelangkaan barang-barang di pasaran, seperti pada saat krisis saat
ini, menjadi penyebab melonjaknya harga-harga disebabkan barang sengaja
tidak disalurkan ke pasar atau mungkin seseorang yang sengaja melakukan
penimbunan barang sehingga barang yang hilang atau tidak ada di pasaraan
bisa jadi spekulasi ini bisa dipicu adanya kenaikan harga barang. Tentu saja
akan sangat menguntungkan jika bisa menimbun barang kebutuhan pokok
pada saat Kkrisis.

Oleh karena itu, penimbunan jelas mengandung unsur kesenjangan
yaitu menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ekonomi
karena perbuatan menimbun sangat menggangu kesetabilan perekonomian
negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak terutama bagi negara-

negara agraris, seperti negara kit aini yang sebenarnya negara yang lagi

% Adam Hayes, “Penimbunan: Pengertian, Cara Kerja Komoditas, dan Contohnya”,
www.investopedia.com., diakses 20 Maret 2024.
3 Undang-undang Rl Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
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berkembang perekonomiannya, sebab masalah terseebut besar sekali
pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian dan terhadap nasibb
para fakir miskin yang sebagimana besar berdiam dinegara kita. Dimana
dengan adanya penimbunan yang menjadi sasaran pertama adalah kaum
fakir miskin.

Adapun kriteria penimbunan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu: dalam jenis barang
penimbunan biasanya terkait dengan barang-barang pokok atau barang
penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti bahan makanan
pokok, tujuannya dalam penumbunan dilakukan dengan tujuan untuk
mengendalikan harga pasar dengan cara menyimpan barang dalam jumlah
besar dan menjualnya Kembali saat harga naik, dan menyebabkan
kelangkaan barang di pasar yang dapat melemahkan perekonomian dan
merugikan konsumen.®’

Sebagimana kriteria penimbunan yang dilarang juga terdapat dalam
Undang-undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
108/PMK.04/2020 yaitu kegiatan menyimpan barang impor yang belum
diselesaikan kewajiban pabeannya, barang impor dapat ditimbun di tempat
penimbunan sementara (TPS) atau tempat lain yang diperlakukan sama
dengan TPS setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean, penimbunan
dilakukan dengan melebihi stok atau persediaan selama 3 bulan

berdasarkan rata-rata kebutuhan atau penjualan dalam kondisi normal, dan

37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
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penimbunan juga mencangkup manipulasi data dan/atau informasi
mengenai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.®
3. Faktor-Faktor Terjadinya Penimbunan Barang
Adapaun faktor penyebab terjadinya penimbunan barang bisa
bermacam-macam. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
terjadinya penimbunan barang sebagai berikut:*®

a. Kelangkaan maksudnya ketika terjadi kekurangan barang di pasar, baik
karena faktor alam seperti bencana alam maupun faktor lain seperti
embargo perdagangan, barang dapat ditimbun untuk mencoba
memanfaatkan keadaan atau untuk mengambil keuntungan dari situasi
tersebut.

b. Spekulasi harga yaitu penimbunan barang juga dapat terjadi ketika
pelaku pasar memperkirakan adanya kenaikan harga di masa depan.
Dengan menimbun barang saat ini, mereka berharap dapat menjualnya
dengan harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

c. Ketidakpastian ekonomi merupakan ketika situasi ekonomi tidak stabil
atau terdapat ketidakpastian yang besar, beberapa pelaku pasar mungkin
memilih untuk menimbun barang untuk melindungi diri mereka dari
kemungkinan penurunan harga atau kelangkaan di masa depan.

d. Perubahan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan pemerintah yang

berdampak langsung padaa harga atau ketersediaan barang tertentu

% Undang-undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
108/PMK.04/2020

39 Sri Wulandari, dkk, Kegiatan Menimbun Barang Yang Menyebabkan Kerugian
Perekonomian Menurut Perspektif Islam, Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol.
01, No. 04, 2023. https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/519/428
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dapat mendorong penimbunan barang. Pelaku pasar mungkin mencoba
mengantisipasi dampak kebijakan tersebut dengan menimbun barang.

e. Perubahan musiman yaitu beberapa barang memiliki permintaan yang
sangat tinggi pada musim tertentu, seperti barang-barang yang berkaitan
dengan perayaan atau kebutuhan musiman lainnya. Penimbunan barang
dapat terjadi untuk memenuhi permintaan yang tinggi ini.

f. Ketidakmampuan produsen memenuhi permintaan yaitu jika produsen
tidak mampu memenuhi permintaan pasar, penimbunan barang oleh
pihak lain bisa terjadi sebagai upaya untuk mengisi kekosongan
pasokan.

Penting untuk dicatat bahwa penimbunan barang dapat memiliki
dampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang tepat
oleh pemeritah dan otoritas terkait diperlukan untuk mencegah praktik
penimbunan barang yang merugikan.

. Dampak Penimbunan Barang

Perkembangan ekonomi yang semakin maju pada masa sekarang
banyak menimbulkan berbagai sistem atau cara perdagangan yang
dilakukan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang
menguntungkan hanya satu pihak, seperti penimbunan. Penimbunan
merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang

tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga
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yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya.*
Tindakan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi
yang merupakan salah satu bentuk kejahatan karena merugikan masyarakat
dan negara. Perdagangan spekulatif pada dasarnya adalah suatu bentuk
bisnis yang melibatkan pembelian sesuatu dengan harga lebih rendah dan
menjualnya dengan harga lebih tinggi di lain waktu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa
penimbunan dilarang dalam agama karena mempunyai dampak buruk bagi
masyarakat yaitu dapat merugikan dan mempersulit kebutuhan masyarakat.
Dampak dari penimbunan barang tersebut adalah kelangkaan barang dan
mmahalnya harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Setiap hari akan menuntut naiknya harga suatu produk, karena adanya
imbas harga suatu produk.

Dalam keadaan seperti itu, produsen dapat menjual barangnya
dengan harga lebih tinggi dari harga normal. Penjual memperoleh
keuntungan lebih tinggi dari biasanya, sedangkan konsumen mengalami
kerugian. Jadi akibat dari penimbuan masyaraka menderita akibat
perbuatan sekelompok kecil orang. Oleh karena itu, produksen dapat
bertindak sebagai pembuat harga di pasaran atau monopoli. Dalam situasi

dan kondisi seperti itu, diketahui segala kesulitan dan kekurangannya.

40 Jrwan Yulianto, Sanksi Pidana Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan Bagi Penimbun Masker di Masa Pandemi COVID-19 (Universitas
Abdurachman Saleh Situbondo: IImu Hukum)

41 Manan, Ekonomi Islam; teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam),
diterjemahkan oleh M. Nastangin (Jakarta: DanaBaktiWakaf, 1993), him. 292.
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Penimbunan dapat merusak mekanisme pasar. Penimbun atau
menanhan barang pokok masyarakat dapat meraih keuntungan yang besar
dengan menaikkan harga. Jika membeli suatu barang dari suatu negara
menyebabkan naiknya harga barang tersebut dan meresahkan masyarakat
luas, maka hal ini harus dicegah untuk melindungi kepentingan umat Islam,
agar terhindar dari segala persoalan yang menyusahkan merupakan
petunjuk dalam masalah penimbunan barang* Penimbunan dapat
mengakibatkan kelangkaan barang dipasaran yang apabila makanan pokok
bisa mengakibatkan kelaparan karena kurangnya bahan makanan dan tentu
terdapat salah satu yang dirugikan. Yang seharusnya harga dapat terjagkau
kini melambung tinggi dikarenakan stok yang terbatas. Dengan demikian
praktek penimbuanan barang akan menghambat kesejahtraan umat
manusia. Padahal salah satu tujuan dari sitem ekonomi, apapun bentuknya
yaitu kesejahteraan umat manusia.

5. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penimbunan Barang

Islam membolehkan negara mengatur urusan perekonomian
sedemikian rupa sehingga kebutuhan individu dan kebutuhan sosial
masyarakat dapat terpenuhi secara proposional. Islam meyakini bahwa
negara harus melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan zalim
yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau negara lain. Negara
juga wajib memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup

secara layak. Oleh karena itu, adalah wajar apabila negara Indonesia dalam

42 Muhamad Qasim, halal Haram dalam Islam (Sukmajaya Depok: Mutiara Utama,
2014), him. 290.
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UU dasar 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluarga, cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
dan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, ada jenis kepemilikan yang dikenal dalam Islam yaitu
kepemilikan perseorangan, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara.*®
Kepemilikan perseorangan adalah harta benda yang dimiliki seseorang baik
berupa bahan atau barang tertentu, yang memungkinkan seseorang
memperoleh dan menggunakannya. Kepemilikan perseorangan ini seperti
kepemilikan atas rumabh, roti, daging dan lain sebagainya. Sedangkan cara
memperolehnya dengan cara yang baik seperti bertani, berniaga dan lain
sebagainya.

Jenis kepemilikan publik adalah benda yang dimiliki bersama dan
mereka semua saling membutuhkan atas benda tersebut. Benda ini ada tiga
macam Yyaitu, merupakan fasilitias umum, bahan tambang yang tidak
terbatas dan sumber daya alam yang sifat pembetukannya menghalangi
untuk dimiliki hanya oleh individu. Barang-barang milik umum ini mutlak
diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api, minyak
dan gas bumi, padang rumput atau hutan.

Sedangkan milik negara adalah harta yang menjadi milik seluruh

kaum muslimin, sedangkan yang mengelola adalah menjadi kewajiban

4 Tagyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Altenatif: Perspektif Islam
(Surabaya: RisalahGusti, 1996), him. 243.
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aparat pemerintah. Harta ini misalnya harta rampasan perang, jiz’yah dan di
dalam termasuk juga air, udara, api yang menjadi umum, akan tetapi negara
berhak mengatur regulasinya. Oleh karena itu adalah menjadi wewenang
negara untuk membuat peraturan yang ketat bagi penimbun untuk
kepentingan bersama.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan pengawasan
terhadap pasar. Pengawasan pasar ini berguna untuk menjamin berjalannya
mekanisme pasar secara sempurna. Dalam agama pengawas pasar
didasarkan pada firman Allah QS. Ali Imran ayat 110. Pengawasan pasar
yang dilakukan oleh Rasulullah saw antara lain melakukan inspeksi secara
langsung ke pasar untuk melihat harga dan mekanisme pasar. Apabila ada
harga yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar, maka Rasulullah saw
menegur pelakunya dan memberi nasihat tentang perilaku pasar yang baik.

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akan menjual
barang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu
dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan
tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku penimbunan
hanya berhak mendapatkan modal pokoknya saja. Hal ini dilakukan sebagai
pembelajaran terhadap pelaku penimbunan. Selanjutnya pemerintah akan
memberikan teguran kepada pelaku penimbunan agar tidak mengulangi
perbuatannya lagi. Apabila mereka tidak memperhatikan teguran tersebut,
pemerintah berhak memberi hukuman. Oleh karena itu, negara sebagai

pengatur regulasi perdagangan harus memberikan pengawasan dan
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pengaturan melalui Undang- Undang atau peraturan pemerintah lainnya
untuk menertibkan sistem pasar sehingga dapat berjalan dengan baik.
B. Penimbunan Barang Menurut Hukum Ekonomi Syariah
1. Pengertian Penimbunan (/htikar)

Penimbunan barang dalam pandangan Islam adalah penimbunan
barang menurut bahasa Arab A/l-ihtikar. Al-ihtikar merupakan bahasa Arab
yang definisinya secara etimologi merupakan bentuk masdar dari fi’il
madhi “ihtikara”, akar kata dari hakara yang sudah dimasukkan oleh huruf
ziyadah (tambahan) yakni hamzah dan ta. Hakara menurut bahasa adalah
istabadda yang memiliki arti bertindak sewenang-wenang.

Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan ihtikar secara bahasa
yaitu bentuk mashdar dari kata hakara yang maknanya habasa
(menahan).** Sedangkan secara terminologis 7Atikar merupakan menimbun
atau menahan barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan
dengan menaikkan harganya.*® Perbuatan ihtikar merupakan sebuah
kezaliman terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk
memperoleh keuntungan pribadi.*®

Ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli, padahal

sebenarnya 7htikar itu berbeda dengan monopoli. Dalam Islam, siapapun

4 Moch. Bukhori Muslim, “/htikar dan Dampak terhadap Dunia Ekonomi” Jurnal Studi
Al-Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani Vol. 6, No. 1 (Jakarta: Universitas Islam Negeri
Jakarta, 2010),hIm. 2. file:///C:/Users/ACER/Downloads/4741-Article%20Text%20(Without%20
Author% 20 Name)- 8212-1-10-20171114.pdf diakses pada 21 Maret 2024.

4 Asy’ari, Monopoli dan 7Atikar Dalam Hukum Ekonomi Islam. Diakses pada 21 Mei
2024.

4% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003), him. 155.
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boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia adalah satu-satunya penjual
(monopoli), yang diharamkan adalah mengambil keuntungan di atas
keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga
yang lebih tinggi, atau economy s rent dalam istilah ekonomi.*’

. Syarat-Syarat Dikatakan Penimbunan (ZAtikar)

Para ulama sepakat bahwa penimbunan tidak diperbolehkan karena
merugikan masyarakat, praktiknya menyebabkan kelangkaan barang dan
kenaikan harga. Seorang pedagang yang membeli suatu barang pada waktu
murah, lalu disimpan sampai harga naik dan dijual kembali pada saat itu
sesuai dengan harga pasar, hal itu tidak termasuk penimbunan. Dengan
catatan pada saat menimbunya tidak merugikan masyarat dan tidak
merusak harga, karena barang tersebut tetap dijual oleh pedagang lain di
pasar.

Syarat terjadinya penimbunan adalah mencapai batas yang
menyulitkan warga sekitar untuk membeli barang yang ditimbun, karena
kesulitan warga tersebut maka ada 7htikar, bila warga tidak kesulitan maka
tidak disebut dengan 7Atikar dan begitu juga tidak akan terjadi kesewenang-
wenangan terhadap masyarakat. Zhtikar bisa dilakukan baik karena
menimbun dari hasil pembeliannya, atau karena hasil buminya yang luas
sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau
menimbunnya karena langkanya hasil bumi tersebut, begitu juga industri

yang dimiliki oleh individu atau langkanya industri tersebut sebagaimana

47 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: 11T Indonesia, 2002), him. 155.



34

yang terjadi dalam kondisi penimbunan kapitalis saat ini. Mereka biasanya

melakukan penimbunan produk dengan membunuh semua industri yang

ada, selain industri mereka sendiri dan kemudian mereka melakukan
penimbunan di pasar.*®

Secara ringkas syarat yang bisa dikatakan 7Atikar adalah pertama,
obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat, dan yang
kedua, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas
keuntungan normal dan yang ketiga, menyulitkan dan merugikan
masyarakat yang membutuhkan.

Adapun para ulama figh sepakat menyatakan bahwa penimbunan
yang menyebabkan kelangkaan barang dan merusak mekanisme pasar
hukumnnya haram. Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang
dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria
sebagai berikut:

a) Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut
tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh
menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam
tenggang waktu selama satu tahun.

b) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang
agar dapat menjualnya dengan yang lebih tinggi karena orang sangat

membutuhkan barang tersebut kepadanya.

4 Tagiyudin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Surabaya: Risalah
Gusti, 2009), him. 209.
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c) Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan
barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika
barang-barang yang ada ditangan pada pedagang tidak dibutuhkan
manusia, maka hal itu dianggap sebagai penimbunan, karena tidak
mengakibatkan kesulitan pada manusia.*®

d) Barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok rakyat seperti
pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada
ditangan banyak pedagang tetapi tidak termasuk bahan pokok
kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka hal itu tidak
termasuk menimbun.

3. Kriteria Dalam Penimbunan (/htikar)

Penimbunan barang adalah kendala terbesar dalam regulasi
persaingan di pasar Islam. Karena memberikan efek yang besar karena
telah menimbun barang dengan jumlah banyak, Dimana para pedagang
memilih untuk menyimpan terlebih dahulu barangnya serta menunggu
harganya melonjak. Dikatakan penimbunan barang apabila seseorang
mendapatkan barang dengan hasil membeli, sedangkan barang-barang yang
di dapat dengan hasil produksi sendiri tidak dikatakan penimbunan. Karena
ada peluang hal tersebut tidak untuk terjadi langka serta tidak mengacau
harga di pasaran dan kestabilan ekonomi rakyat.

Dalam perihal ini para ulama berpendapat, jika yang diartikan

dengan penimbunan yang haram yaitu yang mempunyai kriteria antara lain:

49 Sayyid Syabiq, Figih Sunnah (Jakarta: Penan PundiAksara, 2011), him.100.
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apabila barang yang ditimbun merupakan kelebihan dari kebutuhan untuk
stok satu tahun, sebab individu diperbolehkan menyimpan dengan tujuan
persediaan menafkahi dirinya dan keluarga dalam waktu tenggang kurang
dari satu tahun. Jika seseorang tersebut mengharapkan waktu harga
melambungnya barang-barang supaya bisa menjual dengan harga yang
lebih mahal sebab orang sangat memerlukan barang-barang tersebut
kepadanya. Apabila pelaku melakukan penimbunan ketika masyarakat
membutuhkan barang yang ditimbun sebaliknya jika barang yang ditimbun
tidak dibutuhkan oleh masyarakat tidak dianggap sebagai penimbun, karena
tidak menimbulkan masalah.>°

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi penimbunan itu diharamkan
apabila memiliki kriteria sebagai berikut: dilakukan disuatu tempat yang
penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut, dan
penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa
susah dan supaya ia dapat keuntunganyang berlipat ganda.®!

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, jika penimbunan yang
diharamkan merupakan kelebihan dari keperluan nafkah dirinya serta
keluarganya dalam masa satu tahun. Perihal ini berarti apabila menimbun
barang-barang konsumsi guna mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya
dalam waktu satu tahun bukanlah diharamkan karena perihal itu merupakan
tindakan yang normal untuk menjauhi kesusahan ekonomi dalam masa

paceklik ataupun Kkrisis ekonomi yang lain. Pada saat yang sama, peraturan

%0 Sayyid Sabig, Figh As-Sunnah, him. 100.
51 Yusuf al-Qardhawi, Op. Cit, him.99.
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yang membentuk penimbunan adalah datangnya batas di mana masyarakat
setempat sulit untuk membeli barang yang ditimbun, dan satu-satunya
alasan penimbunan hanya terjadi dalam kondisi seperti ini. Jika sekitarnya
tidak mempersulit masyarakat sekitar membeli barang tersebut, sehingga
penimbunan barang tidak akan terjadi kekuasaan terhadap barang-barang
tersebut akibatnya dapat dijual dengan nilai yang tinggi.>

Adapun dengan dasar ini, ketentuan perihal penimbunan yaitu
bukan membeli barang. Namun hanya menimbun barang dengan menanti
harga naik agar dapat menjual dengan harga yang bertambah tinggi. Dapat
dikategorikan menimbun tidak hanya dari hasil pembeliannya namun sebab
hasil buminya yang luas sedangkan cuma ia yang memiliki tipe hasil bumi
tersebut, ataupun sebab jarang adanya tumbuhan tersebut. Dapat pula
menimbun sebab industri-industri sedangkan cuma ia yang memiliki
industri itu, ataupun sebab sulit ditemukan industri semacam yang dimiliki.

Praktik menimbun barang sendiri memiliki tujuan untuk
memperoleh keberuntungan besar dari menjual barang dengan harga mahal.
Barang yang sudah lama disimpan ketika permintaan dari pembeli yang
sangat tinggi. Melakukan penimbunan barang termasuk tindakan ilegal
yang dimana yang ditimbun merupakan barang-barang kebutuhan pokok
orang banyak tentu menyebabkan kerugian besar yang dampaknya diterima

oleh masyarakat selaku sebagai konssumen.

52 Chairuman Pasaribu and Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam, him. 47-48.
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4. Pandangan Ulama Tentang Penimbunan (ZAtikar)

Dalam hal ini ulama figih berbeda-beda dalam berpendapat.
Menurut mazhab Syafi’i 7ihtikar adalah menjual bahan makanan ketika
harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi
harga jual nantinya.>® Menurut ulama Syafiiyah, iatikar yang diharamkan
adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada
saat harga mahal dan menjualnya kembali. la tidak menjual saat itu juga,
tetapi ia simpan sampai harga melonjak naik. Jika dia mendatangkan
barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia
menyimpannya karena kebutuhannya, atau ia menjual kembali saat itu juga,
maka itu bukan ihtikar, dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan
makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun juga.®*

Sedangkan menurut Ulama Hambali memberikan pengertian bahwa
penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi
masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak
masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan
mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut”.%

Menurut mazhab Maliki ihtikar adalah penimbunan segala sesuatu

yang dapat menimbulkan madharat gangguan ekonomi masyarakat muslim

di setiap pasar mereka atau di wilayah yang kecil di sekitarnya.>® Pendapat

53 Abu Ishaq Asy-Syirazi, al-Muhazab fikih, jilid 11l (Daru al-Qalam, Damaskus-Daru
asy-Syamiyah, Beirut, 1992), him. 146-147.

%4 |swardono, Ekonomi Mikro (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990), him. 104

% lbnu Qudamah, al-Mughni Ibn Qudamah, Terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2008), him. 751-754.

5 Abu Umar Yusuf, Kitab al-Kafi Fikih Ahl Madinah (Riyadh: t.p, t.t), him. 730.
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salah satu ulama Hanafi yaitu Imam Abu Yusuf didalam kitab al-Bahr al-
Raiq vyaitu “segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi
masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan
masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar dan uang dirham.”™’
Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu yang sebentar
dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk 7Atikar.
jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka itu tidak
diperbolehkan.>®

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali mendifinisikan perbuatan
ihtikar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjual makanan
yang menyimpan makanan tersebut dan menunggu harga naik.>® Menurut
Yusuf Qardhawi mendifinisikan 7atikar merupakan menahan barang dari
perputaran di pasar sehingga harganya menjadi naik.®

Sedangkan dalam Kkajian figih Islam ihAtikar difinisikan dalam kitab
Minhaj al-Shalihin Jilid 2:

53Ly eVl O3] pl = Leay o plizs¥ly Gakud) e g2y SVl

Ol bl s e

57 Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam (Solo: Era Inter media, 2007), him. 361

% Zayn al-Din lbnu Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daga’ig (t.k: t.p, t.t), him
178.

% Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Figih Indonesia Muamalat (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2018), him. 42.

8 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam (Bandung: PenerbitJabal,
2007), him. 18.

61 Abu al-Qasim al-Musawi al-Khu’l, Minhaj al-Shalihin Jilid 2 (Qum: Muassasah al-
Nasyr al-Islami, 1410), him. 19.
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Terdapat dalam al-Fikih al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 4 memaknai
ihtikar dengan membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya
barang tersebut langka dipasaran dan harga menjadi naik.%?

As-Sayyid Sabig dalam Figh as-Sunnah mendifiniskan ihtikar
sebagai membeli suatu barang dan menyimpanya agar barang tersebut
berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia
akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang
tersebut.®®

Dari beberapa definisi tersebut di atas, terdapat perbedaan dari
definisi yang dikemukakan oleh para ulam figih, terutama dalam
menentukan jenis produk yang disimpan atau ditimbun oleh produsen.
Sekalipun demikian, para ulama figh tersebut memberikan pengertian yang
sama mengenai 7htikar, yaitu menyimpan barang dagangan yang diperlukan
oleh masyarakat dengan tujuan untuk menjualnya kembali manakala
harganya telah melambung tinggi dan barang tersebut mengalami
kelangkaan dipasaran, kemudian para penimbun bisa mengeruk keuntungan

yang berlipat ganda.®

62 Wahbah al-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adhillatuhu, dengan judul asli a/-Fikih al-Islami Wa
Adillatuhuy, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 238.

83 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), him. 162.

6 M. Farug Nabahan, System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System
Kapitalitas dan Sosialis (Yogyakarta: Ull Press, 2002), him. 158.
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ATURAN TERKAIT PENIMBUNAN BARANG DALAM HUKUM

POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Aturan Hukum Tentang Penimbunan Dalam Hukum Positif

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Mengatur dalam sektor perdagangan secara menyeluruh, namun
yang menjadi faktor pembahasan utama disini adalah pada sektor
penimbunan barang kebutuhan pokok. Menimbun barang menjadi
penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang
mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli
produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Negara tersebut
memonopoli pembelian bahan baku dari negara yang kurang maju
perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang
dibutuhkan oleh negara tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya
besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat

dunia.®®

Penimbunan barang pokok di Indonesia sering dilakukan oleh
kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang yang secara sepihak dan
segaja menimbun ketersediaan bhan pokok di masyarakat guna
kepentingan dan keuntugan pribadi maupun kelompoknya. Larangan

untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya

8 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2017), him. 23.
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yang diatur, menurut atauran perundang-undang pasal 29 undang-undang
nomor 71 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi:%®

1) Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok
dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu
pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau
hambatan lalu lintas perdagangan barang.

2) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang
kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan
waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan
penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan
barang untuk didistribusikan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang
kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau
berdasarkan peraturan presiden.

Pengusaha, pemasok, dan pedagang telah lama mengetahui
tentang aktivitas penimbunan barang pokok seperti yang disebutkan di
atas. Mereka secara sepihak dan sengaja mengubah ketersediaan barang
pokok di masyarakat untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Oleh
karena itu, tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok juga harus
ditindak dengan cara represif yaitu dengan memberikan sanksi pidana
bagi individua tau pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang.®’

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang
Penetapan dan Penyimpanan Barang Pokok dan Barang Penting
Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan manusia yang harus segera

dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 1

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang

6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

7 Richard Tulus dkk, “Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan
Pangan), Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016.
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Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting, yang dimaksud dengan:

“Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat
hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang
tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan

masyarakat”.®8

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatas sudah sangat jelas mengenai
pengertian bahan pokok. Adapun jenis-jenis barang kebutuhan pokok juga
diatur dalam Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang berbunyi:®°

Pemerintah pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok
dan/atau barang penting sebagimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut:
a. Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari:
1. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian:
a) beras;
b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
C) cabe;
d) bawang merah.
2. Barang kebutuhan pokok hasil industry:
a) gula;
b) minyak goreng;
C) tepung terigu.
3. Barang kebutuhan pokok hasil pertenakan dan perikanan:
a) daging sapi;
b) daging ayam ras;
c) telur ayam ras;
d) ikan  segar  yaitu  bandeng, kembung dan
tongkol/tuna/cakalang.

% Pperaturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
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b. Jenis barang penting terdiri dari:

benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
pupuk;

gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

triplek;

semen;

besi baja kontruksi;

baja ringan.

NogakrowhE

Pasal 2 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di atas, Pasal ini berisi penjelasan mengenai
jenis-jenis barang kebutuhan pokok. Penyimpanan barang kebutuhan
pokok dan barang penting dan jangka waktu yang diijinkan oleh
Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan barang tersebut diatur,

Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok Dan Barang Penting.”® Para pelaku usaha bisa menyimpan barang
kebutuhan pokok dan barang penting, Namun ada aturan dalam
pelaksanaan tersebut. Pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang
kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran,
Batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan
catatan rata-rata penjualan per bulan.

Jadi maksudnya misalkan suatu perusahaan biasa menjual beras
sebanyak 100 ton per bulan (berdasrkan catatan rata-rata penjualan per

bulan perusahaan tersebut), Maka perusahaan tersebut hanya boleh

70 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan

Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
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menyimpan beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300
ton. Apabila perusahaan tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di
gudang, tentu itu sudah termasuk ke dalam kategori penimbunan.
B. Aturan Hukum Tentang Penimbunan Dalam Hukum Ekonomi Syariah
1. Aturan penimbunan barang menurut al-Qur’an dan Hadis
Dasar hukum yang digunakan para ulama fikih yang tidak
membolehkan adanya ihtikar adalah kandungan nilai-nilai universal al-
Qur’an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di
dalamnya ihtikar adalah diharamkan oleh agama Islam. Firman Allah SWT
dalam QS Al-Hajj ayat 25 sebagai berikut:
ol e 1o 85 o Sy 3
Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara
zalim, nicaya akan kami rasakan kepadanya Sebagian siksa yang
pedih.”
Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:
oo 12 3556 0 oy ke 105 1% 5 0
L 3 S8 B a5 i Y5085 oty

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu”.”?

Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar tidak
memakan atau memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan dengan

cara yang batil atau tidak sesuai dengan tuntutan syari’at, tetapi hendaklah

> Tim Penyusun al-Qur’an, Al-Qur'an Rasm Usmani dan Terjemahnya, hlm. 335.
2 Tim Penyusun al-Qur’an, Al-Quran Rasm Usmani, him. 83
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kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan yang
tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai
kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk
memperoleh maupun mempertahankannya, maka pesan dalam ayat ini
adalah “janganlah kamu membunuh dirimu” atau membunuh orang lain
secara tidak hak, karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila
kamu membunuh orang lain, kamu pun akan terancam dibunuh.

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang
mengikat, serta sanksi yang menanti merupakan tiga hal yang selalu
berkaitan dengan bisnis. Selain ketiga hal tersebut, ada etika yang
menjadikan pelaku bisnis tidak hanya menuntut keuntungan materi saja,
tetapi melampauinya sehingga sesuai seperti tuntunan al-Qur’an.”

Firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 34 sebagai berikut:
Jodly 0 3t S0 oty e 2 5 gl Gt
S 3 sk Vg iy cal O3S0 il o e Galan
HA i e 6 o Ll A2 s ol ahs
S3ST G 5 LY i b gy iz

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para

rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil

serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang
menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan

Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka
akan mendapat) azab yang pedih

3 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 2, him. 391
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Dalam QS. At-Taubah ayat 35:

ks Bsby 23 i s X s 0 Wl A2

“Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka

Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung

mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu

simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah

(akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”’*

Ayat ini menjelaskan tentang harta benda yang diperoleh dari jalan
yang batil yang mereka simpan dan ditimbun itu, kelak akan menyiksa
mereka. Dan orang-orang yang menghimpun dan menyimpan emas dan
perak lagi tidak menafkahkannya pada jalan Allah, yakni sesuai ketentuan
dan tuntutannya maka mereka akan disiksa dengaan siksaan yang teramat
pedih. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan
jalan perdagangan dengan atas saling ridha tidak adanya keterpaksaan,
saling ikhlas atau suka sama suka dan tidak mengakibat kerugian bagi salah
satu pihak.

Menimbun itu termasuk kezaliman dan masuk ke dalam ancaman
ayat ini. Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi ananiyah
(mementingkan diri sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan mudarat
yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat
mengeruk keuntungan yang besar. Kemudharatan itu akan bertambah berat
jika si pedagang itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut,

atau telah terjadi kesepakatan dari segolongan pedagang yang menjual

barang-barang tersebut untuk menyembunyikan atau menimbunnya,

74 Tim Penyusun al-Qur’an, Al-Quran Rasm Usmani, him. 192
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sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, lantas mereka

menaikkan harga dengan seenaknya.

r@»jdﬁ\obj)qj\;&,wO\fj;.bb'-‘}“ﬁié‘ygjgZV.L»)

(299> 5
“Dari Sa’id bin Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah al-‘Adawi:
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda Tidaklah melakukan
penimbunan kecuali orang yang berdosa. Said adalah orang yang
pernah menimbun minyak.” (HR Imam Ahmad Imam Muslim dan
Imam Abu Daud). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
dan lainnya.

Hadis diatas merupakan sebuah penegasan sesungguhnya orang yang
menimbun barang mendapatkan dosa, dan itu merupakan bukti bukti yang
cukup bahwasannya tindakan tersebut memang tidak diperbolehkan.”

J53 orphos dlg ade 1 o A Jsey 6 2 JB ey o Joee 0
odiny O &w&s&wogwww\JW\yw&g

Mool o JUI n oy
Bersumber dari Ma“qil bin Yassar, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda; “Barangsiapa yang mencampuri urusan harga (barang) kaum
muslimin untuk (tujuan) menaikkannya, maka Allah pasti akan
menetapkannya pada sebagian besar dari neraka pada hari kiamat kelak”

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Thabarani dalam kitabnya
Al-Kabar dan Al-Ausat sedang dalam sanadnya terdapat nama Zaid bin
Marrat Abul Ma’la.

350 SNl r ooy Wl ade Al o i gy JB 2 JB B ) e
Blaat aly)) e bl ggb raledl Lo s i ol

> Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nay/ al-Autar, Jilid V, him. 629
6 Imam al-Ghazali, /hya ‘Ulumuddin, him. 106.

7 Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nay/ al-Autar, Jilid V, him. 630.
8 Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nay/ al-Autar, Jilid V, him. 630.
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Dari Abu Hurairah, dia mengatakan: “Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang melakukan suatu penimbunan dengan maksud
menaikkan (harga barang) bagi kaum muslimin, maka dalah orang
yang berdosa” (HR Imam Ahmad)

Hadis ini juga diketengahkan oleh Imam Hakim dan dalam sanadnya
terdapat nama Abu Ma’syar perawi yang lemabh.

Kedua hadis diatas menjelaskan pada umumnya seorang penimbun
adalah seseorang yang menguasai pasar, dan bisa memaksakan harga kepada
orang lain dengan sewenang-wenang, sehingga orang tersebut bisa memaksa
orang lain untuk membelinya dengan harga yang tinggi. Pada dasarnya,
seorang penimbun ingin menaikkan harga kepada kaum muslimin, dimana
hal tersebut hukumnya haram.”

Karena menimbun merupakan kezaliman, maka pelakunya pantas
untuk masuk ke neraka, karena dia telah menyusahkan orang banyak untuk
mendapatkan kebutuhan hidup.&

G St pr i ooy Wl e Lo e 1 JB as e

Blaxle pl olg)) WY pllbl 4o pgalab (el
Bersumber dari lbnu Umar, dia mengatakan: Aku mendengar
Rasulullah SAW pernah bersabda: “Barangsiapa yang melakukan
penimbunan terhadap makanan pokok kaum muslimin, maka allah

akan menimpakannya penyakit lepra dan kebangkrutan.” (HR. Ibnu
Majjah)

Dalam sanadnya, hadis ini terdapat nama Al-Husaim bin Rafi’ yang

menurut Abu Daud pernah meriwayatkan Hadis mungkar, yaitu sebuah

7 Tagyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, him. 212.
8 Erwan Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, him. 194.
8 Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nay/ al-Autar, Jilid V, him. 630.
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hadis yang dalam isnadnya terdapat nama Abu Yahya al Maliki seorang

tidak dikenal.

Hadis tersebut merupakan dalil dari pendapat yang mengemukakan
bahwa objek 7Atikaradalah makanan pokok.

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan Hadis di atas, maka dapat dipahami
bahwa perbuatan penimbunan barang tidak diperbolehkan atau diharamkan
sebab dapat menjadi salah satu ancaman kepada orang yang menyimpan,
yang ingin membangun keuntungan untuk dirinya sendiri di atas penderitaan
orang lain. Sedangkan yang kita ketahui, bahwa manusia sangat berharap
terhadap barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti
makanan.

. Pandangan ulama terhadap hukum penimbunan barang

Para ulama berbeda pendapat tentang penimbunan dan memberikan
kriteria tertentu terhadap bentuk penimbunan yang diharamkan.
Diantaranya kriteria tersebut sebagai berikut:

a. Barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian
sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu
semata-mata dari hasil pertanian sendiri tidaklah termasuk penimbunan
yang diharamkan.

b. Barang-barang itu berupa makan pokok

c. Penimbunan barang dagangan itu hendaklah menyulitkan masyarakat.
Di antara yang mengindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu

kota terdapat penguasaan barang dagangan. Di samping itu juga,



o1

penimbunan dilakukan pada masa krisis pangan yang sudah mulai
terjadi.

Menurut ulama Maliki, 7htikar dianggap haram dan pemerintah
harus mencegahnya dengan segala cara, karena perbuatan tersebut
menimbulakan kerugian besar tidak hanya terhadap stabilitas perekonomian
masyarakat dan negara, tetapi juga kehidupan masyarakat.®? Oleh sebab itu,
penguasa harus segera turun untuk mengatasi kasus 7htikar. Yang paling
penting dilindungi adalah hak konsumen dan hak konsumen berdampak
pada banyak orang, namun hak orang yang melakukan ihtikar hanyalah hak
individu atau pribadi saja. Apabila kepentinagn individu bertentangan
dengan kepentingan negara, maka kepentingan negaralah yang diutamkan.

Adapun jenis barang yang ia mengharamkan melakukan perbuatan
penimbunan segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi
masyarakat muslim yaitu berupa makanan, bumbu-bumbu, makanan impor,
dan barang-barang lainnya yang dapat menggangu ekonomi masyarakat di
wilayah setempat. Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan
penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa
sulit, tidak demikian dalam masa lapang dan pada bahan makanan atau
komoditi lainnya seperti kain linen, kapas, dan seluruh barang yang
dibutuhkan orang banyak, atau seluruh hal yang membahayakan orang

banyak ketika ditimbun, bahkan sekalipun berupa kain atau mata uang.

82 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2016), him. 351.
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Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan
penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa
sulit, tidak diharamkan dalam masa lapang. Batasan waktu yang tidak
diperbolenkan melakukan penimbunan yang dilakukan pada masa-masa
sulit masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada
saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah
tidak diperbolehkannya melakukan tindakan penimbunan.8?

Menurut mazhab Hanafi menghukumi ihtikar dengan makruh
tahrimah (makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan hal ini
berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga
hak mereka dalam melakukan jual beli. Maka, iAtikar makruh terjadi pada
sebuah negara yang kecil, karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak
negatif dan membahayakan bagi penduduknya dalam bidang ekonomi
berupa habisnya harta masyarakat setempat karena tindakan ini.

Ihtikar tidak diperbolehkan manakala dapat menganggu hak
masyarakat suatu wilayah tersebut karena adanya kepentingan pribadi.?
Maka, bukan termasuk atau tidak dianggap ihtikar penimbunan pada hasil
produksi panen desa tertentu yang didatangkan dari wilayah negara lain,
karena produksi tersebut tidak tercampur dengan hak yang harus diberikan

kepada rakyat dan tidak berhubungan dengan masyarakat banyak.

8 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fikih Muamalah (Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada, 2004), him. 157.
8 Yusuf Qardhawi,Op.Cit, him. 363.
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Salah satu pendapat ulama mazhab Hanafi juga mengatakan 7htikar
itu haram, apabila dalam melakukan ihtikar tersebut memiliki kepentingan
pribadi yaitu bertujuan agar harga lebih tinggi, memperkaya diri, menguasai
pasar dan lain sebagainya, tanpa memikirkan madharat dan hak masyarakat.

Pendapat salah satu ulama Hanafi yaitu Imam Abu Yusuf
menjelaskan segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi
masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tersebut atau lingkungan
masyarakat berupa makanan, pakain, dinar, dan uang dirham.®® Menurut
ulama Hanafiah pengkhususan jenis barang yang dilarang dalam
penimbunan, dikemukakan oleh pendapat Abu Yusuf semua barang yang
disebutkan itu dianggap sangat mempengaruhi atas kemudharatan
masyarakat pada suatu wilayah tertentu.

Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam batasan waktu yang
sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk
penimbunan. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama
maka itu tidak diperbolehkan.

Menurut ulama Hambali mengatakan penimbunan itu diharamkan
syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan
negara, karena nabi SAW telah melarang melakukan penimbunan terhadap
kebutuhan pokok manusia.

Sedangkan menurut ulama Syafi’i penimbunan adalah menjual

bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atua menyimpannya agar

8 Yusuf Qardhawi,Op.Cit, him. 361
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bertambah tinggi harga jual nantinya. Menurut mazhab Syafi’i hukumnya
haram pada semua jenis bahan makanan tanpa terkecuali. Berdasarkan
Hadis nabi dan ayat Qur’an yang melarangnya melakukan penimbunan.
Namun, ulama mazhab Syafi’i tidak dianggap perbuatan
penimbunan apabila ia menimbun bahan makanan untuk kebutuhan pribadi
atau keluarganya, bukan untuk dijual ke pasar (tidak dijual untuk mencari
keuntungan yang sebesar-besarnya) dan tidak dianggap perbuatan
penimbunan apabila ia mendatangkan (impor) bahan makanan tersebut dari
luar wilayah atau negara yang ia tinggali, karena dengan mendatangkan dari

luar, maka hal itu tidak sampai mendatangkan mudharat bagi masyarakat.®

8 Setiawan Budi Utomo, Figh Aktual, (Jakarta: Gema Islami, 2003), him. 92.



BAB IV
ANALISIS KETENTUAN BATASAN WAKTU PENIMBUNAN BARANG

MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Ketentuan Batasan Waktu Penimbunan Barang Menurut Hukum
Positif dan Hukum Ekonomi Syariah
Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang
perdagangan. Perdagangan merupakan transaksi barang atau jasa di dalam
negeri dan diluar negeri dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan jasa
dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.8” Berdasarkan
pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, intinya
dalam setiap aktivitas berdagang atau usaha terdapat aturan-aturan hukum yang
berlaku. Artinya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi peran
perdagangan sangat penting sehingga pemihakan politik ekonomi yang
memberi support, kesempatan, dan pengembangan ekonomi rakyat sangat
dibutuhkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
mengatur secara keseluruhan di sektor perdagangan, namun disini fokus utama
pembahasannya adalah penyimpanan bahan utama dan barang penting.
Di Indonesia sendiri, penimbunan bahan pokok sering terjadi, biasanya
dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok, dan pedagang secara sepihak

menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat untuk keuntungan mereka

87 Maria Farida Indrati Soeprapto, IImu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius,
2006), him. 1.
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sendiri dan kelompoknya. Penimbunan bahan pokok sangat erat kaitannya
dengan jual beli terlarang.

Larangan untuk menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting
lainnya yang diatur, menurut atauran perundang-undang pasal 29 undang-
undang nomor 71 tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi:%8

1) Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok
dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat
terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu
lintas perdagangan barang.

2) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan
pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu
jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam
proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk
didistribusikan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan barang kebutuhan
pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan
peraturan presiden.

Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan, seorang pengusaha dilarang keras menyimpan bahan-bahan
pokok dan barang-barang penting pada waktu yang tidak tepat dan jumlah
tertentu saat kelangkaan barang terjadi. Seperti halnya menaikkan harga
sembako yang tidak sewajarnya dilakukan oleh para pedagang, ini dilarang
karena sembako merupakan kebutuhan pokok dan barang yang penting dicari
oleh masyarakat. Pedagang juga dilarang menyimpan barang-barang pokok dan
bahan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan jangka

waktu yang diijinkan oleh Pemerintah bagi pemilik usaha untuk menyimpan

barang tersebut diatur, dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia

8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
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Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting:

1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau
hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok
dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam
jumlah dan waktu tertentu.

2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah
diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang
berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga)
bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam
kondisi normal.

3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu
apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam
proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk
didistribusikan.

Para pelaku usaha dapat menyimpan barang kebutuhan pokok dan
barang penting, tetapi ada aturan yang mengatur cara melakukannya. Pelaku
usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan penting lebih dari
batas kewajaran. Batas kewajaran ini adalah 3 bulan yang dihitung berdasarkan
catatan rata-rata penjualan per bulan. Jadi, misalkan suatu Perusahaan biasa
menjual 100ton beras setiap bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan,
maka perusahan tersebut hanya boleh menyimpan 300ton beras di gudang
selama 3 bulan kedepan. Jika lebih dari 300ton beras disimpan di gudang,
Perusahaan tersebut dianggap menimbun.

Apabila pelaku penimbunan barang pokok terbukti melakukannya akan
mendapatkan saksi yang terdapat dalam Pasal 107 yaitu di mana para pelaku
pedagang yang melaksanakan tindakan kejahatan ekonomi, pelaku yang

menimbun bahan utama pokok dan bahan penting dengan jumlah tertentu dan

waktu tertentu dalam keadaan kelangkaan barang, harga yang bergejolak, serta
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terjadi tantangan dalam perdagangan barang sebaga/imana diatur pada Pasal 29
ayat (1),%° dapat dijera dengan penjara dengan waktu paling lama lima tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).

Sedangkan dalam perspektif Islam, perdagangan merupakan salah satu
aspek kehidupan yang bersifat horizontal. Perdagangan dilarang melakukan
transaksi yang mengandung unsur penipuan sehingga mengakibatkan salah satu
pihak mengalami kerugian, dan transaksi yang mengandung unsur penimbunan
barang (iktikar) dengan tujuan untuk harga barang tersebut mengalami
kenaikkan harga yang sangat tinggi itu di larang dalam Islam.

Penimbunan yang tidak diperbolehkan adalah ketika kenaikan harga
tersebut merupakan rekayasa dari para penimbun karena mereka menimbunnya
hingga barang langka di pasaran, jika kenaikan harga tersebut murni karena
jumlah barang sedikit, akibat gagal panen atau musibah lainnya, atau jumlah
permintaan yang tinggi pada masa-masa tertentu oleh para konsumen, tentu
keuntungan penjualan yang tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu
adalah halal dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para
pedagang.®

Ulama empat mazhab menyatakan bahwa para ulama sepakat
mengharamkan 7htikar (penimbunan barang), hanya pendapat dari kalangan

ulama Hanafiyah saja yang menyatakan hukum iatikar (penimbunan barang)

8 pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan, diakses 27 Febuari 2024. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-
tahun-2014

% Erwan Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: PT BerkatMulia Insani,
2016), him. 193.
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adalah makruh tahrimah (makruh yang mendekati haram).®* Lebih lanjut
mengenai ketentuan batasan waktu dikatakan penimbunan adalah menurut
Hanafi maksimal 40 hari, Maliki menyebutkan pada saat masa sulit masyarakat
mendapatkan barang itu, Syafi’i dan Hambali mengatakan ketika barang
mencapai harga yang tinggi dan masyarakat tengah membutuhkan.

Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi umatnya dalam rangka
menggalakan perekonomian, dan Islam banyak memberikan motivasi-motivasi
kepada umatnya agar bisa memperoleh banyak harta yang harus diimbangi

dengan rasa tanggung jawab dan kedermawanan.

. Relevansi Ketentuan Batasan Waktu Penimbunan Barang di Indonesia

Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang membahas
mengenai perdagangan. Perdagangan diartikan sebagai aktivitas ekonomi
antara produsen dengan konsumen. Sebagai aktivitas pendistribusian,
perdagangan memberi jaminan penyebaran, peredaran, serta penyediaan
produk lewat ketentuan di pasar.

Akan tetapi di Indonesia sendiri sering terjadi kelangkaan barang,
contohnya kelangkaan pupuk, bahan bakar minyak, sembako, serta produk
kebutuhan pokok lainnya. Umumnya apabila hal ini terjadi maka akan sangat
berdampak pada kenaikan harga barang di pasar.

Di sebabkan oleh Penimbunan, penimbunan adalah perbuatan yang
mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langkah di

pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga

40.

%1 Bonita lzwany, Sabrul Jamal, ZAtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif , him.
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setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila
tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang
ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan
pokok.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan pengawasan terhadap
pasar. Pengawasan pasar ini berguna untuk menjamin berjalannya mekanisme
pasar secara sempurna. Terutama dalam batasan waktu penimbunan barang
terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015
tentang Penetapan dan penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang
penting, terdapat dalam pasal 11 ayat (2) “Jumlah yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah yang melebihi batas yang
wajar yang melebihi persediaan pasar atau persediaan dalam jangka waktu
sampai dengan 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan
dalam kondisi normal”.%

Batasan waktu penimbunan barang juga memiliki hubungan yang
penting dalam konteks ekonomi dan persaingan usaha di Indonesia. Terutama
dalam pelindungan konsumen dimana batasan waktu penimbunan barang
membantu dalam melindungi konsumen dari praktik monopoli atau oligopoli
yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya batasan waktu yang jelas,

pihak-pihak yang terlibat dalam penimbunan barang akan lebih sulit untuk

92 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan
penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang penting.
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menimbun barang dalam jangka waktu yang terlalu lama dan mengendalikan
harga pasar.®

Jadi, dapat di pahami karena Indonesia negara hukum maka ketentuan
batasan waktu penimbunan di Indonesia memiliki relevansi yang penting
dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen/distributor dan
kepentingan konsumen serta dalam menjaga stabilitas pasokan barang di pasar.

Pengelolaan persediaan dalam batasan waktu penimbunan barang dapat
membantu dalam pengendalian persediaan di pasar. Dengan adanya batasan
waktu, produsen atau distributor akan terdorong untuk tidak menimbun barang
terlalu lama sehingga persediaan dapat terjaga dengan baik. Dan adanya
distribusi yang efisien batasan waktu penimbunan barang, distribusi barang
dapat menjadi lebih efisien. Barang yang tidak ditimbun terlalu lama akan lebih
cepat didistribusikan ke konsumen, sehingga dapat mengurangi kemungkinan

terjadinya kelangkaan barang.

9 Nofita Ariyanti, Widhi Cahyo Nugroho, “Peran KPPU Dalam Melindungi Konsumen
Dari Pelaku Usaha Tidak Sehat” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-
Political Governance Vol. 3, Nomor 01, 2023. Diakses file:///C:/Users/ACER/Downloads/222-
Article%20Text-277-1-10-20230101.pdf



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum penimbunan dalam hukum positif sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan. Penjelasan secara detail terdapat pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Dan Penyimpanan Barang Pokok Dan Barang Penting.
Kemudian terkait dengan batasan waktu penimbunan terdapat dalam pasal
11 dengan jangka waktu tiga (3) bulan berdasarkan catatan rata-rata
penjualan per bulan dalam kondisi normal. Pengaturan hukum
penimbunan oleh pelaku usaha menurut hukum Islam disebut iAtikar yang
merupakan kegiatan yang dilarang sebagaimana tertulis dalam Al-Qur’an,
Hadits, dan Pendapat ulama empat mazhab. Meskipun terdapat perbedaan
pendapat dikalangan ulama mengenai penimbunan (7htikar), tetapi yang
namanya penimbunan di dalam Hukum Islam merupakan sebuah
perbuatan yang tidak mencerminkan perilaku dalam Islam, dikarenakan
perbuatan tersebut menzhalimi orang lain. Kemudian mengenai batasan
waktu penimbunan menurut ulama empat mazhab diantaranya menurut
ulama Hanafi maksimal 40 hari, Maliki menyebutkan pada saat masa sulit

masyarakat mendapatkan barang itu, Syafi’i dan Hambali mengatakan
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ketika barang mencapai harga yang tinggi dan masyarakat tengah
membutuhkan.

2. Ketentuan batasan waktu penimbunan barang dari berbagai relevansi
kondisi di Indonesia yang efektif yaitu sesuai dengan peraturan presiden
yaitu 3 bulan karena Indonesia merupakan negara hukum maka
pemerintah sendiri memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengawasi
dan mengendalikan praktik penimbunan barang apabila merugikan
konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis memberikan saran
bahwa dalam hukum positif sendiri diharapkan pemerintah senantiasa selalu
memperhatiakan dan menjalankan peraturan yang sudah diperundang-
undangkan dengan sebagimana mestinya dalam hal batasan waktu
penimbunan barang dan sebaiknya juga dalam Fatwa MUI harus ada
penjelasan secara jelas terkait batasan waktu penimbunan barang agar
masyarakat menaati peraturan tersebut. Sedangkan dalam hukum ekonomi
syariah disarankan bagi para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya
dalam melakukan suatu perbuatan yang menyangkut kepentingan pribadi
jangan sampai tidak memperhatiakan kepentingan orang lain, selalu
berpegang pada kemaslahatan sekitar kita sesuai dengan hukum islam. Untuk
mencari rizki yang halal tanpa harus melakukan perbuatan yang dapat

merugikan masyarakat sekitar.
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Menimbang

f@
SALINAN
W

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG

PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan
dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan
umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan
melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak
utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang
dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan
produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat
daya saing Produk Dalam Negeri;

c. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam
meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam
perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk
menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga
diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan
ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha
mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama
pembangunan ekonomi nasional;

d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang
Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi
ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka
kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi
perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada
masa kini dan masa depan;

e. bahwa ...
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Bagian Ketujuh

Perizinan

Pasal 24

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang
Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan
pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau
instansi teknis tertentu.

Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap
kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang
Perdagangan  sebagaimana pada ayat (1) dan
pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

(1)

2)

@)

Pasal 25

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan
ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang
penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik,
dan harga yang terjangkau.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban
mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang
kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri
untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Barang kebutuhan pokok dan Barang penting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.

Pasal ...




25y
¢

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

17 -

Pasal 26

(1) Dalam kondisi tertentu yang dapat menganggu kegiatan
Perdagangan  nasional, Pemerintah  berkewajiban
menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang
kebutuhan pokok dan Barang penting.

(2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang
kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga
keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan
melindungi pendapatan produsen.

(3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang
kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri
menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan
logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Pasal 27

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga,
dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting,
Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan
anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan
pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu
tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak
harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan
Barang.

(2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam
jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan
baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau
sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.

(3) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 30

Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada
Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan
pokok dan/atau Barang penting.

Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data
dan/atau informasi mengenai persediaan Barang
kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Pasal 31

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah
pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi
Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting,
Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

1)

2

3)

(4)

Pasal 32

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang

yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,

dan lingkungan hidup wajib:

a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada
Menteri; dan

b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada
Barang dan/atau kemasannya.

Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir
sebelum Barang beredar di Pasar.

Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang
telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang
diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

(5) Barang ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN DAN PENYIMPANAN

BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan
Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN
PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING.

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang
menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala
pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor
pendukung kesejahteraan masyarakat.

2. Barang ...
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Pasal 9
Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur
langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga. dan
distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 10
Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga,
dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang,
Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting
dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu
tertentu.

{2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok
atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi
pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan,
berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan
dalam kondisi normal.

(3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam
jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai
bahan baku atau bahan penolong dalam proses
produksi atau sebagai persediaan Barang untuk
didistribusikan.

Pasal 12 ...
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Pasal 12
(1) Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting
hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha
Distribusi yang terdaftar.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Pelaku
Usaha Distribusi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, secara sendiri
atau bersama-sama, Menteri dan menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian dapat membuat kebijakan dan
pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
terhadap seluruh dan/atau beberapa Barang Kebutuhan
Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 14
Setiap Pelaku Usaha wajib menyesuaikan pendistribusian
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 15
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A, Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 836553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : 3153 /Un.19/D.Syariah /2/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi

Fakultas Syari’ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : FA'ATURROHMAH

NIM : 1817301055

Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan ¢ Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum
Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap batasan waktu penimbunan barang”
pada tanggal 02 Februari 20204 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK-LULUS* dengan
NILAL: 78 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita
Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk

melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 06 Februari 2024

Ketua Sidang, Seki taris’Sidang,
Ainul Yagin, M. Sy. Mokhamad Sukron. Lc, M.Hum
1985011520190310008 198601182020121005

*)Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100 | B+ : 76-80 B- : 66-70 C: 56-60

A- . 81-85 B : 71-75 C+ : 61-65




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 836553

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Jum'at tanggal 02 Februari 2024 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi

dari mahasiswa berikut:

Nama FA'ATURROHMAH
NIM 1817301055
Semester/ Prodi XI/HES

Judul Proposal Skripsi

batasan waktu penimbunan barang

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap

NO | ASPEK URAIAN SKOR
1 | Substansi Dalam LBM ditambah uraian terkait variasi pendapat dari | Maksimal : 40
Materi berbagai mazhab dari sumber langsung.
SKOL! wunee

2 | Metodologi

Sumber data primer diberi footnote

|

Maksimal : 30

Purwokerto, 02 Februari 2024

£} {

/

Penguiji,
A s

Mokhpmad Sukron, Le., M.Hum.

Penelitian Metode analisis ditambah: content analysis [
dan kualitas [
rujukan
SKOTS wscvnns
3 | Teknis Penulisan daftar pustaka belum urut abjad Maksimal : 20
Penulisan
SKOE suuuisss
4 | Kerapihan | Baik - [ Maksimal : 10
dan - .
Kesopanan - Vbr‘kor ...........
CATATAN : Skor minimal untuk untuk 2
dinyatakan LULUS adalah : 56 JUNBARBIOR ; L
(Lihat Rentang Nilai/ Skor) NILAI : | B+
RENTANG NILAI/ SKOR:
A 86-100 | B+ : 76-80 |[B- : 66-70 C :56-60 | D+ :46-50
A- 81-85 B i 71-75 C+ : 61-65 C- : 5155 |D :41-45




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1501/Un.19/K.LPPM/PP.06/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP © 19650407 199203 1 004
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) UIN SAIZU Purwokerto

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama . FA'TATUROHMAH
NIM : 1817301055
Fakultas/Prodi . Fakultas Syariah/HES

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-49 Tahun 2022 dan
dinyatakan LULUS dengan nilai 86 (A).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

M%nson M.Ag.

“NIP. 19650407 199203 1 004




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN _
Nomor : 1391/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/7/2024 i

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Fa'aturrohmah
NIM : 1817301055
Semester/Prodi : 12/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Rabu, 3 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai 70 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Juli 2024
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IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

JI. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

 SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12423/09/2022
Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : FA'ATUROHMAH
NIM : 1817301055

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi
Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah
(PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis - 88
# Tartil . 75
#Imla’ : 75
# Praktek e 70
# Nilai Tahfidz : 70

Purwokerto, 03 Sept 2022
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AU JABYOLOHBIRE
PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2018
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

~

¢ & 4
RN p \ > e ds 42
3 w\' RO L L € % I N

HIX PERWORERTO

DEMA INSTITUT . No.040/A-1/Pan.PBAK/DEMA-I/V11/2018

LN ID‘Lt)'erikan kepa_da: u
£ A ASUROHMAN

sebagai PESERTA dalam kegiatan:
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK & KEMAHASISWAAN 2018
yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan tema:
‘Membangun Karakter Mahasiswa Cinta Tanah Air dalam Bingkai Islam Nusantara”
Purwokerto, 15-16 Agustus 2018

A OR i
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. ldentitas Diri
1. Nama Lengkap : Fa’aturohmah
2. Nim : 1817301055
3. Tempat Tanggal Lahir  : Kebumen, 16 November 1998
4. Alamat : Dk. Silekor RT 002 RW 002, Des. Tlogowulung,
Kec. Alian, Kab. Kebumen, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Muslikhudin
6. Nama Ibu - Siti Patimah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Tlogowulung

2. SMP/MTs : MTs Al-Hikmah Arjomulyo

3. SMA/MA : MA Negeri 1 Kebumen

4. Sl : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 13 Juli 2024

Fa’aturohmah
NIM. 1817301055



